
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 63 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 59 TAHUN 

2017 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN 

LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 

Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dituangkan 

dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a maka 

Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan 

Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota 

Semarang perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a 

dan b maka perlu membentuk Peraturan Walikota 

Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 59 tahun 2017 tentang Konfirmasi 
Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik 

Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Penataan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara 

Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2014 Nomor 199); 

 

 

 

 



10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93); 

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang           

Nomor 111); 

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019       

Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017       

Nomor 126); 

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (Berita 

Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 78); 

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota 

Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 

Nomor 59). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 59 TAHUN 

2017 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG. 

 

 
 

 

 

 
 



 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik 
Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2017 Nomor 59) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

 

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak 

diatur dalam Nota Kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal   2019 

WALIKOTA SEMARANG 

 

 

HENDRAR PRIHADI 

 

 

 

ISWAR AMINUDDIN 

 

 

 

  

 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 63 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 9 Desember 2019  

WALIKOTA SEMARANG, 

 

                     ttd 

        HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

 

ttd 

ISWAR AMINUDDIN 


